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Abstrak: 
Seiring keikutsertaan indonesia dalam ratifikasi HAM mengenai kesetaraan gender, 
mendorong setiap instansi untuk membuat kebijakan yang berperspektif gender, namun 
pada faktanya masih banyak kebijakan yang belum sesuai dengan perspektif gender, atas 
dasar itulah penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat analisa kebijakan 
muslimah LDK UNJ ditinjau dari perspektif Gender. Metode yang digunakan adalah pe-
nelitian kualitatif dengan menggunakan pedoman analisa Moser. Teknik analisa data 
yang digunakan adalah analisa deskriptif. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa kebija-
kan muslimah LDK UNJ belum sesuai dengan perspektif gender baik ditinjau dari proses, 
implementasi, maupun evaluasi kebijakan itu sendiri
Kata kunci: Studi kebijakan, Perspektif Gender, Analisis gender, Layanan Advokasi
Pendahuluan
Perkembangan	 Indonesia	 dalam	 segala	 bidang	
telah	menyebabkan	 terjadinya	 benturan	 peradaban	
yang	 menyebabkan	 semakin	 meningkatnya	 kesa-
daran	masyarakat	terhadap	etnis,	kultur	dan	agama.	
Untuk	meminimalisir	benturan	karena	keberagaman	
bangsa	 Indonesia	 yang	 paling	 dibutuhkan	 adalah	
pendidikan	 Multikultural	 yang	 mengakui	 adanya	
perbedaan	dan	mengajarkan	peserta	didik	untuk	me-
nerima	 setiap	 perbedaan	 itu	 sebagai	 sesuatu	 yang	
wajar	 yang	bahkan	 akan	menambah	wawasan	 ser-
ta	memperkuat	 bangsa	 ini.	 Sementara	 dalam	pers-
pektif	multikultur	 itu	 sendiri,	 terdapat	banyak	 fak-
tor	yang	menjadi	komponen	baik	dari	segi	ras,	bu-
daya,	agama,	gender,	maupun	sosio-kultur,	sehing-










Untuk	 mencapai	 kompetensi	 tersebut,	 Institusi	
pendidikan	hendaklah	memfasilitasi	para	calon	pen-
didik	 maupun	 konselor	 untuk	 memiliki	 perspektif	
multikultural.	Termasuk	Universitas	yang	mencetak	
calon	 guru.	 Dalam	 bimbingan	 dan	 Konseling	 itu	
sendiri,	kesetaraan	gender	menjadi	salah	satu	kom-
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petensi	 yang	 harus	 dimiliki,	 karena	 termasuk	 ke	







Hasil	 dari	 deklarasi	 tentang	 HAM	 di	 Vienna	
yang	 menyatakan	 transformasi	 Hak	Asasi	 Perem-
puan	menjadi	Hak	Asasi	Manusia,	 sehingga	men-






ketidakadilan	 gender.	 Bahkan	Komnas	 perempuan	






















mentrian	 ataupun	 lembaga	 organisasi	 wajib	 mem-
perhatikan	analisa	gender	dalam	setiap	pengambilan	
kebijakan.	
Lembaga	 Dakwah	 Kampus	 (LDK)	 UNJ	 meru-
pakan	 salah	 satu	 organisasi	 yang	 cukup	 signifikan	
peranannya	dalam	pengembangan	organisasi	kema-
hasiswaan	 di	 dalam	kampus.	LDK	memiliki	 kebi-
jakan	yang	khusus	diperuntukkan	untuk	perempuan	








diantaranya	 kebijakan	 Gerakan	 setengah	 enam	
berimplikasi	 kepada	 semua	 civitas	 akademika,	 se-
tiap	pukul	17.30	WIB	ada	“pengusiran”	secara	halus	
yang	dilakukan	oleh	mahasiswa	laki-laki	yang	ber-
tanggungjawab	 sebagai	mas’ul	 kepada	 perempuan	
yang	masih	ada	di	sekretariat	organisasi,	segala	ak-
tifitas	yang	dilakukan	harus	dihentikan	kecuali	yang	
bersifat	 urgent.	 Sementara	 aktivitas	 akademik	 itu	
sendiri	 berlangsung	 hingga	 pukul	 20.00	WIB.	 Se-









Dari	 gambaran	 tersebut,	 dapat	 dilihat	 bahwa	




kungan	 dalam	 perspektif	 pendidikan	 multikultur.	










Benturan	 fenomena	 tersebut	 	 jelas	menarik	un-
tuk	diteliti	ada	apa	dibalik	dari	kebijakan	 tersebut.	
Atas	 dasar	 asumsi-asumsi	 yang	 menjadi	 landasan	
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dibentuknya	 kebijakan	 tersebut	 membuat	 penulis	
tertarik	 untuk	 meneliti	 lebih	 dalam	 mengenai	 ke-
















gan	 analisa	 Moser	 sebagai	 pembedah.	 Berdasar-








Kebijakan Publik Berperspektif Gender 
Dye	(2012)	menyatakan	bahwa	Kesetaraan	dan	
keadilan	 gender	 adalah	 suatu	 kondisi	 dimana	 por-
si	dan	siklus	sosial	perempuan	dan	laki	–	laki	seta-
ra,	 seimbang	 dan	 harmonis.	Kondisi	 ini	 dapat	 ter-
wujud	apabila	terdapat	perlakuan	adil	antara	perem-
puan	dan	laki	–	laki.	Penerapan	kesetaraan	dan	ke-
adilan	 gender	 harus	memperhatikan	masalah	 kon-
tekstual	 dan	 situasional,	 bukan	 berdasarkan	 perhi-

















an-peran	 wanita,	 memarginalisasi	 wanita	 dari	
hak-haknya.
4.	 Mempertimbangkan	 interaksi	 antar	 gender	 dan	
kategori	sosial	lainnya,	seperti	kelas,	suku,dll.
5.	 Meyakini	bahwa	ketidaksetaraan	gender	terkon-
disi	 secara	 sosial,	 oleh	karena	 itu	 dapat	 diubah	
bak	 dalam	 tingkat	 individual	 maupun	 dalam	
tingkat	 sosial	 kearah	 keadilan,	 kesebandingan,	








sus	 mempertimbangkan	 manfaat	 kebijakan	 secara	
adil	 terhadap	perempuan	dan	laki-laki,	baik	menu-




rancang	 sesuai	 dengan	 perspektif	 gender	 diperlu-
kan	data	analisa	gender	agar	kebijakan	tersebut	te-
pat	 sasaran.	Ada	 berbagai	macam	metode	 analisis	
gender,	 akan	 tetapi	 karena	 kebijakan	 ini	 berkaitan	
dengan	partisipasi	 publik	 perempuan,	maka	dalam	
penelitian	 ini	 akan	menggunakan	 pendekatan	mo-
del	Moser	(Herien,	2009).	Model	Moser	ini	memi-
liki	 tujuan	 untuk	menghilangkan	 pembagian	 inter-
vensi	kerja	berdasarkan	gender,	mengakomodir	ke-
butuhan	 perempuan,	 mencapai	 kesetaraan	 gender	
dengan	mengakomodir	kebutuhan	praktis	dan	strae-
gis,	memerikasa	dinamika	akses	dan	kontrol	peng-
gunaan	 sumberdaya,	 memadukan	 gender	 kepada	
semua	kegiatan	perencanaan,	dan	membantu	meng-
klarisifikasian	 batasan-batasan	 politik	 dan	 teknik	
dalam	pelaksanaan	praktek	perencanaan	tertentu.	
LDK	UNJ	 sebagai	 basis	 organisasi	 mahasiswa	
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memiliki	 kebijakan	 khusus	 untuk	muslimah,	 yang	
secara	garis	besar	mengatur	mengenai	Mekanisme	
Interaksi,	Rapat,	Aktivitas	di	Sekretariat,	Kegiatan	
organisasi,	 Ketentuan	 Jam	 malam,	 Serta	 Gerakan	
Setengah	 Enam.	 Kebijakan	 inilah	 yang	 kemudian	
akan	diteliti	lebih	lanjut	menggunaka	metode	evalu-
asi	sistematis	James	Anderson.	Secara	umum	Ander-
son	 (2012)	menyatakan	 bahwa	 evaluasi	 kebijakan	
dapat	 dikatakan	 sebagai	 kegiatan	 yang	 menyang-
kut	estimasi	atau	penilaian	kebijakan	yang	menca-
kup	substansi,	implementasi,	dan	dampak	.	Artinya,	
evaluasi	 kebijakan	 tidak	 hanya	 dilakukan	 pada	 ta-
hap	akhir	saja,	melainkan	dalam	seluruh	proses	ke-
bijakan.	Dengan	 demikian	 evaluasi	 kebijakan	 bisa	




Merujuk	 pada	 dasar	 teori	 medan	 Kurt	 Lewin,	
menyatakan	secara	tegas	bahwa	individu	tidak	dapat	
dilepaskan	dari	struktur	sosial	dan	lingkungan	yang	
melekat	 dalam	 kehidupan	 sehari-hari	 (Fathurrah-
man,	2005).	Kebijakan	organisasi	secara	tidak	lang-
sung	menjadi	bagian	dalam	pembentukan	 identitas	
dan	 sudut	 pandang	 seseorang,	 khususnya	 menge-
nai	 pendidikan	 multikultural.	 Jika	 kebijakan	 yang	
dihasilkan	 tidak	 memiliki	 perspektif	 gender,	 ma-





yang	 cukup	 mendalam.	 Agar	 ketika	 sudah	 terjun	
di	 lapangan	menjadi	 seorang	 pendidik,	 yang	 akan	
memberikan	pemahaman	IPTEK	dengan	pendekat-
an	responsif	gender.
Karena	 ruang	 lingkup	 layanan	pada	Bimbingan	
dan	konseling	di	Perguruan	Tinggi	lebih	dipandang	
sebagai	perluasan	dan	tanggung	jawab	konselor	ke-
pada	 perguruan	 tinggi	 tempatnya	 mengabdi,	 ma-
ka	 tugas	utama	dari	 seorang	konselor	 adalah:	Me-









advokasi	 sosial	 politik.	 Dimana	 konselor	 sebagai	
agen	 perubahan	 melakukan	 tindakan	 yang	 dapat	









Teknik	 pengumpulan	 data	 dalam	 penelitian	 ini	




ga	 Dakwah	 Fakultas	 Ilmu	 Pendidikan	 Universitas	
Negeri	 Jakarta,	 pada	 bulan	 Juli-November	 2012.	
Metode	penelitian	yang	digunakan	dalam	penelitian	
ini	 adalah	metode	 deskriptif	 kualitatif.	 Responden	
dalam	penelitian	 ini	 terdiri	dari	20	mahasiswa	FIP	
yang	 terdiri	dari	14	orang	perempuan	dan	6	orang	
laki-laki,	 serta	 key	 informan	 2	 orang	 yakni	Kaput	
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terdiri	 dari	 14	orang	perempuan	dan	6	orang	 laki-
laki,	serta	key	informan	2	orang	yakni	Kaput	LDK	
serta	 mantan	 Ketua	 LDF	 dari	 Fakultas	 Ilmu	 So-






















Pada	 proses	 pembentukannya,	 kebijakan	 ini	
sendiri	memang	diakomodir	oleh	perempuan	yang	
memegang	 kebijakan	 di	 lembaga	 ini.	 Tetapi	 pem-
buat	 kebijakan	melupakan	 bagian	 yang	 terpenting	




dasan,	 tanpa	melibatkan	mahasiswa	 secara	 umum,	
yang	 nantinya	 akan	 menjadi	 objek	 dari	 kebijakan	
ini.	Sehingga	produk	yang	dihasilkan	dari	kebijakan	
ini	 cenderung	 elitis,	 hanya	 diketahui	 oleh	 anggota	
LDK	atau	BEM	saja,	 itupun	hanya	 diketahui	 oleh	
segelintir	 orang	 yang	 memiliki	 akses	 dalam	 me-
nentukan	kebijakan	tersebut.	Sementara,	dari	ketua	
maupun	stakeholder	 laki-laki	 sifatnya	hanya	pasif,	
hanya	 bertugas	menyetujui	 rekomendasi	 rekomen-
dasi	yang	diberikan	oleh	kaput.
Lebih	 dalam	 lagi,	 temuan	 penelitian	 yang	 lain	
menyatakan	memang	bahwa	kebijakan	ini	merupa-
kan	 salahsatu	 pesanan	 kebijakan	 dari	 Parpol	 yang	
menyokong	 LDK,	 BEM,	 maupun	 LDF.	 Sehingga	
wajar	 jika	 memang	 kebijakan	 ini	 setengah	 dipak-
sakan	kepada	mahasiswa.	
Kemudian	pada	proses	implementasi,	kebijakan	
ini	mendapatkan	 respon	 yang	 berbeda	 dari	maha-
siswa	 FIP	 sendiri.	Dalam	 implementasi	 kebijakan	
itu	sendiri,	ada	dua	kebijakan	yang	diterapkan	se-
cara	 berbeda	 untuk	 anggota	 LDK	 dan	Non-LDK.	
Untuk	 anggota	 LDK	 itu	 sendiri	 semua	 kebijakan	
yang	 tertuang	pada	buku	panduan	muslimah,	 ber-
laku	 secara	menyeluruh	 tanpa	kecuali.	Sedangkan	
untuk	 non-anggota	 LDK,	 yang	 berlaku	 hanya	 ke-
bijakan	 GST	 (Gerakan	 Setengah	 Tujuh)	 serta	 ju-
mat	 putih	 bersih	 (menggunakan	 jilbab	 putih	 pada	
hari	jumat).	Ada	dua	hal	yang	menjadi	garis	besar	
dalam	 implementasi	 kebijakan	 ini:	 (1)	 Implemen-
tasi	Kepada	Anggota	LDK	dan	Simpatisan	sifatnya	
lebih	mengikat.	Karena	secara	 intensif	mereka	di-
berikan	 pemahaman	 dan	 sosialisasi	 akan	 penting-
nya	kebijakan	ini.	Sehingga	pada	kelompok	ini	ke-
tika	 ada	 pelanggaran	 diberikan	 sanksi	 yang	 sifat-
nya	berjenjang	 sesuai	 dengan	 tingkat	 pelanggaran	
serta	 ada	 tim	 khusus	 yang	melakukan	 patroli	 dan	
pemantauan	 terhadap	 implementasi	 kebijakan	 ini.	
Tingkat	kesadaran	dan	ketataan	kelompok	ini	pada	
kebijakan	 lebih	 kuat,	 serta	mereka	 berusaha	 sebi-
sa	mungkin	mengajak	mahasiswa	non-LDK	untuk	
taat	 pada	 kebijakan	 ini,	 (2)	 Implementasi	Kepada	
Non-Anggota	 LD	 hanya	 diberikan	 sosialisasi	 ke-
bijakan	 lewat	 lisan,	 banner	 dan	 sosial	media	ma-
ka	tingkat	partisipasi	kelompok	ini	pada	kebijakan	
muslimah	 ini	 bisa	 terbilang	 cukup	 rendah.	Mere-





















ini.	 Mereka	 tidak	 mempermasalahkan	 soal	 akses,	








Kedua,	 kelompok	 yang	 cenderung	 apatis	 mau-





ma	 dengan	 laki-laki	 dalam	 menikmati	 akses	 dan	




















apkan	 dan	 bersinergi	 dengan	 kebijakan	 birokrat,	
maka	mahasiswa	memandang	 kebijakan	 ini	meru-
pakan	budaya	yang	memang	tidak	terpisahkan	dari	
Fakultas	 Ilmu	 Pendidikan.	 	Namun	 pada	 sebagian	
mahasiswa	 yang	 aktif	 di	 organisasi	 tetapi	 bukan	
anggota	LDK,	dampak	kebijakan	ini	lebih	dirasakan	
oleh	 mereka.	 Karena	 secara	 tidak	 langsung	 kebi-
jakan	ini	akhirnya	menstimulus	memunculkan	kebi-
jakan-kebijakan	lain	yang	dirasa	merugikan	perem-
puan.	 Diantaranya	 kebijakan	 yang	 muncul	 yakni;	
pembatasan	Akses	dan	waktu	dalam	beraktifitas	dan	
dikotomi	 kewenangan	 dalam	 menentukan	 keputu-
san	di	organisasi	










bijakan,	 sehingga	 peneliti	 sendiri	 kesulitan	 untuk	
menentukan	 standar	 keberhasilan	 dan	 perkemban-
gan	dari	kebijakan	itu	sendiri.	Ketua	LDF	Tarbawi	













pemantau	 dan	 eksekusi	 kebijakan	 ini	 masih	 tetap	
dikendalikan	oleh	laki-laki	saja.	






puan	 kurang	 memiliki	 akses	 dan	 kontrol	 dalam	
pengembangan	sumber	daya.		Sementara	jika	ditin-
jau	dari	segi	kesetaraan,	anti	kemiskinan,	efisiensi,	
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wa	 fase	 remaja	 akhir	 menuju	 dewasa	 awal	 meru-
pakan	 fase	 pembentukan	 identitas	 diri.	 Pada	 fase	
ini	 berada	 dalam	 krisis	 yang	 ke-5,	 tugas	 perkem-









sentasi	 budaya	 dan	 akulturasi.	 Implementasi	 kebi-
jakan	ini	akan	berpengaruh	pada	pembentukan	iden-






memandang	 kebijakan	 ini	 peneliti	 sendiri	 dikejut-
kan	dengan	mayoritas	perempuan	di	Fakultas	Ilmu	
Pendidikan	 ini	 yang	menyetujui	 adanya	 kebijakan	
ini.	Mereka	merasa	 terjaga	dan	 terlindungi	dengan	







1.	 Secara	 berkala,	 perempuan	 tersebut	 terus	 di-
berikan	pemahaman	bahwa	perempuan	memang	
ditempatkan	 di	 rumah.	 Sehingga	 secara	 tidak	









3.	 Mayoritas	 pemegang	 kebijakan	 baik	 di	 tataran	
BEM	maupun	 LDK	memiliki	 pandangan	 yang	






kebijakan	 ini	masih	 belum	 setara.	 Perempuan	ma-
sih	kurang	dilibatkan	dalam	pengambilan	kebijakan,	
dan	cenderung	harus	menerima	hasil	kebjakan	yang	




Walaupun	 diatas	 kertas	 kebijakan	 ini	 sifatnya	
hanya	himbauan	saja,	namun	pada	 implementasin-
ya	 kebijakan	 ini	 ternyata	 bersifat	mengikat.	Tidak	
ada	perbedaan	yang	signifikan	antara	anggota	LDK	
maupun	 Non-LDK,	 yang	 membedakan	 hanyalah	
masalah	pemberlakuan	sanksi	yang	diberikan.	Jika	
untuk	anggota	Non-LDK	tidak	diberikan	sanksi	se-









sing-masing	 serta	 diberikan	 kesempatan	 yang	 sa-
ma	 untuk	 mengaktualisasikan	 diri	 tanpa	 melihat	
agama,ras,suku,	maupun	gender.	Terlebih	lagi	dalam	
tugas	perkembangan	untuk	mahasiswa	di	 perguru-












didikan	 itu	 sendiri.	 Perempuan	 dan	 laki-laki	 me-
mang	berbeda,	namun	tetap	harus	setara.	
Dalam	teori	psikososial	erricson	dijelaskan	bah-








Merujuk	 pada	 dasar	 teori	 medan	 Kurt	 Lewin,	




merupakan	 perpaduan	 dua	 fungsi	 utama,	 yaitu	 or-
ganisme dan lingkungan (B=(O.E)). Maka karena 
kebijakan	ini	diimplementasikan	secara	turun	temu-




kan	 stigma	 negatif	 dari	 lingkungannya.	Hal	 inilah	
yang	kemudian	mendasari,	sikap	tak	acuh	dari	para	
perempuan	yang	tidak	setuju	dengan	kebijakan	ini.
Oleh	 karena	 itu	 perlu	 adanya	 penyadaran	 atas	


















hingga	 terkadang	mahasiswa	 dibingungkan	 de-
ngan	dualisme	tersebut.	Satu	sisi	tidak	mengikat	
secara	 tertulis,	 akan	 tetapi	 disisi	 lain	 kebijakan	
ini	sifatnya	memaksa,	karena	secara	tidak	lang-
sung	mahasiswa	 di	 kondisikan	 untuk	 taat	 pada	
kebijakan	tersebut.
3.	 Adanya	standar	ganda	yang	ditetapkan	oleh	BEM	
maupun	 LDK	 itu	 sendiri,	 sehingga	 mahasiswa	
sendiri	sulit	membedakan	apakah	memang	kebi-
jakan	ini	hasil	produk	dari	LDK	atau	BEM	yang	










baik,	 serta	 tidak	adanya	 tempat	yang	 layak	un-
















Gender.	Baik	 ditinjau	 dari	 segi	 proses,	 implemen-











terus	 ada	dan	 akan	menjadi	 lingkaran	pemahaman	





yang	 cukup	 mendalam.	 Agar	 ketika	 sudah	 terjun	
di	 lapangan	menjadi	 seorang	 pendidik,	 tidak	 akan	
memberikan	pemahaman	yang	salah	terhadap	anak	
didiknya	kelak.
Perlu	 dilakukan	 penelitian	 mengenai	 pengem-
bangan	program	layanan	advokasi	untuk	perempun	
maupun	dilakukan	penelitian	dari	disiplin	ilmu	yang	
berbeda.	 Keterbatasan	 pada	 penelitian	 ini	 adalah	
perspektif	yang	peneliti	ambil,	dibatasi	pada	perspe-
ktif	bimbingan	dan	konseling,	sementara	topik	gen-
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